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Abstrak 

      Inisiatif utama pemerintah daerah adalah membangun desa, khususnya untuk 

mencapai kesenjangan masyarakat secara keseluruhan. Di Desa Pandem, 

Kecamatan Junrejo, Kota Batu, pemerintah desa secara konsisten memberikan 

inspirasi dan konsep segar untuk membangun kembali rasa percaya diri masyarakat 

dan melibatkan mereka secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan. Tujuan 

dari eksplorasi ini adalah untuk (a) menggambarkan dan mengkaji teknik 

pemerintah kota dalam memberdayakan perbaikan kawasan di Desa Pandem, 

Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dan (b) membedakan dan membedah faktor-faktor 

yang membantu dan merusak sistem ini. Penelitian ini menggunakan strategi 

subjektif. Rapat, persepsi, dan dokumentasi merupakan sebagian teknik yang 

digunakan untuk mengumpulkan informasi. Teknik analisis datanya adalah 

triangulasi data. Untuk menilai validitas data, proses triangulasi kepercayaan 

digunakan untuk memberikan hasil. Berdasarkan prosedur yang ada, pendekatan ini 

telah dilaksanakan dengan tingkat keberhasilan tertentu, dan kemajuannya semakin 

cepat setiap tahunnya. Masyarakat secara keseluruhan dapat melihat peningkatan 

kegiatan yang menarik dan produktif, pencapaian tujuan dan target, serta kemajuan 

perbaikan kota sebagai hasilnya, yang semuanya berdampak positif dan dapat 

ditegakkan oleh masyarakat setempat. 

Kata kunci : Strategi, Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB I     

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota dan Pedoman 

Penyelenggaraannya, khususnya Undang-undang Tidak Resmi Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Tahun 2014 tentang Kota, 

mengarahkan kehadiran kota di Indonesia. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa kota 

adalah suatu kesatuan wilayah setempat yang sah yang mempunyai batas-batas 

geologis yang senantiasa mengarahkan wilayah setempat di dekatnya sesuai dengan 

adat istiadat kewilayahan yang dianut dalam kerangka pemerintahan Indonesia. 

Kota-kota diawasi berdasarkan pedoman desentralisasi dan diarahkan oleh 

pemerintah daerah. Sesuai Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota dan 

Pedoman Penyelenggaraannya, khususnya Undang-undang Tidak Resmi Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan kota adalah 

kota dan adat istiadat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut 

kota, adalah suatu kesatuan wilayah setempat yang sah yang mempunyai batas 

wilayah dan mempunyai kedudukan untuk menentukan serta melaksanakan 

peraturan, adat istiadat, dan pedoman Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

UU Pemerintahan Daerah RI Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan melalui 

pembangunan desa. Pembangunan adalah proses multifaset yang melibatkan 

perubahan struktur sosial, sikap lokal, institusi nasional, dan meningkatkan 

pembangunan ekonomi sekaligus mengentaskan kemiskinan dan mengurangi 

kesenjangan. Siagian (2018:4) mengartikan pembangunan sebagai “suatu 

perkembangan upaya untuk mengakui pembangunan dan perubahan yang terencana 

dan sadar yang dilakukan oleh suatu negara menuju kemajuan dalam pembangunan 

negara (nationbuilding)”. Upaya pemerintah yang harus dilakukan kadang-kadang 

disebut sebagai “upaya pembangunan” karena tujuan mendasar pemerintah adalah 

merancang kebijakan yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan dapat dibagi menjadi dua kategori: pembangunan fisik dan 

pembangunan non fisik. Pembangunan fisik mengacu pada perubahan yang dapat 



 

 

dilihat atau dirasakan langsung oleh masyarakat (Kuncoro 2017:20). Pembangunan 

infrastruktur dan fasilitas umum merupakan dua contoh pembangunan fisik. 

Sedangkan pembangunan nonfisik merupakan pertumbuhan yang berlangsung 

dalam jangka waktu panjang dan terinspirasi oleh masyarakat lokal (Wresniwiro, 

2018). Contoh pembangunan non-fisik adalah meningkatkan kesehatan masyarakat 

lokal dan perekonomian penduduk desa. 

Komunitas desa yang terbuka untuk menerima inisiatif reformasi untuk 

meningkatkan taraf hidup mereka dikatakan berada dalam tahap perkembangan 

komunitasnya. Hingga saat ini, setiap pemerintah daerah telah melaksanakan 

pembangunan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah federal. Dan 

setiap proyek mempunyai kualitas yang unik di setiap desa. Selain kurangnya 

sumber daya, kurangnya profesional yang dapat memimpin mereka menuju 

pembaharuan, rendahnya tingkat pendidikan, dan tingkat heterogenitas (kualitas 

masyarakat) yang relatif tinggi di antara masyarakat desa, maka pengembangan 

masyarakat desa merupakan sebuah hal yang wajar. tugas yang menantang. 

Seseorang yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan, baik secara mandiri 

maupun sebagai bagian dari suatu kelompok, dikatakan berpartisipasi. Pemerintah 

desa harus terlebih dahulu mengangkat persoalan kerjasama kawasan lokal sedang 

dikembangkan karena merupakan salah satu tahapan dalam proses perbaikan kota. 

Dengan mengikutsertakan pemerintah kota, hampir pasti masyarakat setempat akan 

merasa diberi kesempatan atau peluang yang luar biasa untuk turut serta dalam 

pembangunan. Partisipasi dalam beberapa keadaan dapat dipandang sebagai 

keterlibatan sadar seseorang dalam interaksi sosial, menurut Andriani (2018: 111). 

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan atau partisipasi individu dalam 

masyarakat pada proses interaksi sosial, mengenali persoalan-persoalan dan 

kemungkinan-kemungkinan yang ada di mata publik dalam keadaan tertentu, serta 

dalam sekadar memutuskan (jawaban atas) mengelola persoalan, melakukan upaya-

upaya. untuk mengatasi permasalahan, dan cara paling umum untuk melibatkan 

daerah setempat dalam mensurvei perubahan yang terjadi. 2019 (Ahmad Mustanir 

dkk.). Masyarakat desa kini lebih mampu menjadi fokus pembangunan sesuai 



 

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Masyarakat desa mempunyai kemampuan 

untuk mengatur proyek, gerakan, dan keterlibatannya sendiri dalam rangka 

membangun sumber daya dan potensinya sendiri untuk kesejahteraan kolektif. 

Selain itu, UU No. 6 Tahun 2014 telah memasukkan keterlibatan masyarakat yang 

beragam dalam ketentuannya sebagai bentuk pengakuan kedaulatan desa, 

mengingat partisipasi masyarakat sebelumnya belum banyak dimasukkan dalam 

undang-undang yang mengatur desa. 

Menurut Hajar S. Tanjung (2018: 12), keterlibatan dapat dikategorikan ke 

dalam beberapa kategori berbeda, termasuk kontribusi yang dilakukan melalui 

pemikiran, pertukaran ide, dan berbagi keahlian ilmiah pada pertemuan atau 

konferensi. Lalu ada keterlibatan anggota staf dalam upaya pengembangan atau 

perbaikan masyarakat, bantuan dari pihak lain, dan sebagainya. Penyertaan harta 

benda yang disumbangkan oleh perorangan dalam berbagai kegiatan untuk 

pertumbuhan atau kemajuan masyarakat, bantuan orang lain, dan sebagainya. Dan 

pada akhirnya, kontribusi kemampuan dan pengetahuan manusia untuk mendorong 

berbagai bentuk usaha dan industri. 

Berhubungan dengan partisipasi nilai yang menjadi persoalan di desa pendem, 

seperti yang diutarakan oleh Sekretaris Desa Pendem bahwa yang menjadi 

persoalan dasar pembangunan di Desa Pendem yaitu kurangnya partisipasi 

masyarakat pada membangun di desa. Disini dapat dilihat dan diketahui bahwa 

pemerintah desa sangat membutuhkan campur tangan dari masyarakat untuk 

membangun wilayah desa.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian untuk melaksanakan riset 

berjudul “Strategi Pemerintah Desa Pada Pembinaan Masyarakat Dalam 

Pembangunan di Desa Pendem.”  

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan berlatar belakang di atas sehingga riset bisa dirumuskan: 

1. Bagaimana strategi pemerintah desa pada pembinaan masyarakat pada 

membangun ? 

2. Apa faktor yang mendukung dan menghambat strategi pemerintah desa pada 

pembinaan masyarakat dalam pembangunan ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan permasalahan yang ada, maka tujuannya yang ingin tercapai 

pada riset berikut : 

1. Untuk deskripsikan dan analisis strategi pemerintah desa pada pembinaan 

masyarakat pada membangun. 

2. Untuk identifikasi dan analisis faktor pendukung dan faktor penghambat strategi 

pemerintah desa pada pembinaan masyarakat pada membangun 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Keunggulan riset bisa dipecah menjadikan dua kategori: keunggulan teoretis 

dan keunggulan aktual: 

1.  Manfaat teoritis 

Penelitian ini diyakini dapat memberikan manfaat praktis dan informatif, 

terutama dalam menawarkan inisiatif pemerintah yang dapat menjadi sumber 

inspirasi keterlibatan pembangunan desa. Selain itu, penelitian ini digunakan 

untuk menciptakan teori-teori yang mengeksplorasi inisiatif pemerintah desa 

untuk mendorong pengembangan masyarakat. 

2. Manfaat praktis 

Dari sudut pandang praktis, riset dilaksanakan dengan harapan bisa berikan 

perspektif baru kepada para mahasiswa inisiatif pembangunan desa, dalam 

tataran kehidupan mahasiswa, terutama dalam pembahasan pecarían upaya atau 

usaha dan cara membangun Desa. Hal menarik yang mau diteliti di sini adalah: 



 

 

a. Bagi peneliti menambah wawasan atau pengetahuan untuk memahami dan 

mengaktualkan strategi nyata dalam pembinaan pembangunan wilayah Desa 

Pendem, Kecamatan Junrejo Kota Batu. 

b. Bagi masyarakat desa untuk turut berpartisipasi dalam membangun wilayah 

Desanya, berbagi pengetahuan dan pengalaman di antara mereka dalam 

memberikan kontribusi secara khusus tentang strategi yang perlu dalam 

mendorong partisipasi pembangunan. 
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